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Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan  : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan  : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Unit Organisasi  : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi  : - 

Program  : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan  : 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan  : 2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

SPM  : -

Jenis Layanan  : -

Sumber Pendanaan  : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi  : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan  : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran  : Kab. Tegal

Alokasi 2024  : Rp. 0,00

Alokasi 2025  : Rp. 5.000.000,00

Alokasi 2026  : Rp. 110.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas 100 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen

Hasil persentase dokumen perencanaan angkutan 20 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan  : 2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan  : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Lokasi  : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan  : Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan  : Januari s.d Desember

Keterangan  : 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan

Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 5.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.000.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 50.000,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 50.000,00

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 50.000,00

[ # ] Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
        Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 50.000,00

[ - ] Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 50.000,00



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan

Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Fotocopy : Folio (60)
        Spesifikasi : - 166 Lembar 300,00 0 % Rp. 49.800,00

Pembulatan
        Spesifikasi : - 200 Rupiah 1,00 0 % Rp. 200,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 4.950.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 4.950.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.950.000,00

[ # ] Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
        Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 4.950.000,00

[ - ] Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 4.950.000,00

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih
dari 8 jam
        Spesifikasi :  

33 Orang / Hari 150.000,00 0 % Rp. 4.950.000,00

Jumlah : Rp. 5.000.000,00

MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM
NIP. 197702012003121003

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si 197301141998031000 KETUA

2 MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI 197308111998031000 WAKIL KETUA

3 BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si 197208081992031004 SEKRETARIS

Kab. Tegal, 30 Juli 2024  
Kepala Dinas Perhubungan


